
 

 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

 

NOMOR     8    TAHUN 2018 
 

TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  

DI KECAMATAN PADANG JAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA  
TAHUN 2018-2022 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
   

BUPATI BENGKULU UTARA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 

tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu ditetapkan 

Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Rencana 

Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kecamatan Padang Jaya 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-2022. 

 

Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 1091); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

SALINAN 



5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 



tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5864); 

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan 

Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 359); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2008 Nomor 2); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 11 

Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Tahun 

2016 Nomor 14. Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten 

Bengkulu Utara Nomor 9). 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

KAWASAN PERDESAAN DI KECAMATAN PADANG JAYA 

KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018-2022. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten selanjutnya 

disingkat TKPKP Kabupaten adalah lembaga yang terdiri dari unsur Kepala 

satuan kerja perangkat  daerah  yang  terkait,  Camat,  Kepala  Desa, Kepala  

Badan  Kerjasama  Antar  Desa,  dan  tokoh masyarakat. 

4. Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah Kabupaten, selanjutnya 

disingkat Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan 

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkulu Utara. 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disingkat dengan nama lain 

selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

yang berada di Daerah. 

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah. 

7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan desa. 

8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 



10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang 

dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan 

partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. 

11. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam 

suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat 

permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan 

ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian 

pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan 

eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan 

pembangunan. 

12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW 

Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat 

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 

(enam) tahun. 

15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat 

RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) bagi 

setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia, dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 

19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD 

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 



20. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

21. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat 

mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

22. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang undangan 

yang di buat oleh beberapa kepala desa dalam rangka melaksanakan suatu 

kerja sama. 

23. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa 

yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam 

waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

24. Kepala Desa adalah pimpinan  Pemerintah Desa di Daerah. 

25. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat 

Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis. 

26. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan 

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat 

strategis. 

27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang 

dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam 

menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di 

bidang pembangunan. 

28. Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat desa yang 

memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan 

masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan 

pembangunan partisipatif. 

29. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil 

dari penduduk desa berdasarkan keterwakinan wilayah dan ditetapkan 

secara demokratis.  

30. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

31. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pengawasan. 

32. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 

kecamatan. 

33. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pembangunan kawasan 

Perdesaan.  



 

BAB II 

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 2 

 

Maksud RPKP merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) 

bagi setiap Kawasan Perdesaan di kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu 

Utara.  

 

Pasal 3 

 

Tujuan RPKP untuk mempercepat dan meningkatkan  kualitas  pelayanan,  

pengembangan ekonomi,  dan/atau  pemberdayaan masyarakat desa melalui 

pendekatan partisipatif dengan memperioritaskan pengembangan potensi 

dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan. 

 

Pasal 4 

 

Sasaran RPKP meliputi Desa Tambak Rejo, Desa Tanjung Harapan dan Desa 

Marga Sakti.  

 

 

BAB III 

PENYELENGGARAAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

 

Pasal 5 

RPKP Di Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018-2022 

sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

BAB IV 

PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal 6   

(1) Pelaporan dan  evaluasi pelaksanaan RPKP dilakukan  berbasis  desa  dan  

berdasarkan indikator  kinerja  capaian  yang  ditetapkan  dalam RPKP.  

(2) Pelaksana  pembangunan  kawasan  perdesaan melaporkan  kinerja  kepada  

Bupati  melalui Bappeda. 

 

 



 

(3) Laporan  kinerja  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) disampaikan  

kepada  Bappeda  tiap  3 (tiga)  bulan  dan  dievaluasi  setiap  1  (satu)  tahun  

sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan. 

 

Pasal 7 

(1) Hasil  evaluasi  terhadap  laporan  kinerja  sebagaimana dimaksud  dalam  

Pasal  6  ayat  (3)  menjadi  dasar Bappeda  dalam  menilai  capaian RPKP; 

(2) Penilaian  terhadap  capaian  RPKP sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1) 

menjadi  dasar  penyusunan  RPKP pada periode selanjutnya. 

 

BAB V  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 8 

 

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

RPKP. 

 

Pasal 9 

 

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan RPKP berdasarkan 

laporan dan hasil evaluasi. 

 

Pasal 10 

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan RPKP meliputi : 

a. Pengawasan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan 

keuangan desa; 

b. Pengawasan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka meningkatkan kinerja 

pemerintah desa dan transparansi; 

c. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat, Satuan Kerja Perangkat Daerah 

dan  Camat.  

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

  Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 

 

  Ditetapkan di Bengkulu Utara 

  pada tanggal    24 Januari 2018      

 

 

Diundangkan di Bengkulu Utara 

pada tanggal  24 Januari 2018            

 

BERITA  DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2018 NOMOR  8 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  

KEPALA BAGIAN HUKUM 

Setdakab. Bengkulu Utara 

 
ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum 

NIP.19690423 200212 1 003 

  

 

BUPATI  BENGKULU UTARA, 

ttd 

M I A N 

 

         SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU  UTARA, 

 
ttd 

H A R Y A D I      

 


